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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam 

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,1 untuk 

itu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, 

termasuk di daerah mitra, untuk daerah khusus Ibu Kota Negara 

Nusantara. Penetapan IKN dapat memberi dampak positif dan negatif 

bagi daerah penyangga sekitar IKN, seperti Teluk Balikpapan.  

          Perairan Teluk Balikpapan merupakan perairan yang terletak 

di  Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Barat 

yang menjadi hilir dari Daerah Aliran Sungai Wain. Arah Sungai Wain dari 

hulu dan ke hilir, sudah menjadi daerah aktivitas Kawasan Industri 

Karingau (KIK), RDMP/kilang Balikpapan, permukiman, aktivitas 

transportasi laut, jaringan pipa minyak dan Pelabuhan Balikpapan dan 

PPU.  

    Beban yang sudah ditanggung Teluk Balikpapan selama itu 

sudah begitu berat, dengan segala aktivitas sekitar hulu, hilir, dan 

penetapan KIK.2 Secara daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup Teluk Balikpapan sudah berat atas pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup yang telah terjadi. Daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup di Teluk Balikpapan,3 dengan keberadaan IKN akan 

menambah beban oleh karena satu kesatuan ekologis.  
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        Teluk Balikpapan selama ini, mengalami penurunan daya 

dukung dan tampung lingkungan, banyak pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, aktivitas industri. Di sisi lain masyarakat sekitar makin jauh 

daerah menjelajah dalam mencari ikan, menunjukkan masyarakat 

mendapatkan tantangan dalam aspek kesejahteraan, khususnya dalam 

menopang ekonomi mereka sebagai masyarakat pesisir.  

         Teluk Balikpapan, daerah mitra paling dekat dengan Daerah 

Khusus Ibukota Nusantara (DKIN), pembangunan dan pengembangan 

DKIN, memberi beban bertambah terhadap daya dukung dan daya 

tampung. Aspek ekologis, akan memperparah Teluk Balikpapan, terkait 

pollutan dari sumber baik laut, maupun daratan.  

            Sebagian wilayah DKIN terletak pada persinggungan 

ekologis dengan Teluk Balikpapan terutama pada area pengembangan 

dan menjadi titik terdekat dengan DKIN. Kontributor polutan dari sumber 

dari darat (land base pollution) berpotensi mengancam Teluk Balikpapan. 

Kapasitas hukum dan kelembagaan belum terlihat jelas dari pengaturan, 

terutama aspek kelembagaan yang menghubungkan otoritas DKIN dan 

Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dan Pemerintah Daerah Kota 

Balikpapan. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini berdasarkan 

uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas adalah sebagai 

berikut: 



3 

 

1. Bagaimana kelembagaan pengelolaan Teluk Balikpapan sebagai 

daerah mitra Daerah Khusus Ibukota Nusantara (DKIN)? 

2. Bagaimana pengaturan land base polluter, industri, dan restansi 

masyarakat sekitar daerah mitra Daerah Khusus Ibu Kota 

Nusantara (DKIN)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menjawab dua hal, 

pertama, secara hukum dan kelembagaan pengelolaan Teluk Balikpapan 

belum terlihat jelas dari pengaturan, terutama aspek kelembagaan yang 

menghubungkan daerah otoritas DKIN dan kewenangan Pemerintah 

Daerah Penajam Paser Utara dan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. 

Kedua, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan penentuan yang 

jelas land base polluter, yang disebabkan oleh industri, polluter, dan terjadi 

restansi masyarakat sekitar daerah mitra DKIN. 
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